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BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 47 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3A TAHUN 
2015TENTANGPEDOMANPERATURANINTERNAL 

RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2015 
tentang Pedoman Peraturan Internal Ruma h Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Jombang perlu disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan 
perubahan; 

b . bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman 
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Jombang dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undan g Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentan g Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tamba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 443 1); 
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6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indon esia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela h 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undan g Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 
Keseh a tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana tela h diuba h denga n Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenta ng 
Pedoman Penyusunan dan Penera pan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang 
Badan Pen gawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 20 13 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5428); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Akunta bilita s Pelayanan Publik; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

16 . Pera turan Menter i Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentan g Pedom an Penyusun an Rencana Pencapaian 
Standar Pelayan a n Minimal; 

17. Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 755/ Menkes/ Per/ IV / 
201 1 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah 
Sakit; 
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18. Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 
ten tang Dewan Penga was Ru mah Saki t; 

20 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SKNI/ 
2002 tentang Pedoman Peraturan Intern a l Rumah Sakit; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten J ombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pen gelolaan Keuangan Daerah 
(Lemba ran Daerah Ka bupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/ A); 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
J ombang Ta hun 2 008 Nomor 10/ D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2013 Nomor 9/E). 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3A TAHUN 2015 
TETANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang 
Nomor 3A Tahun 20 15 tentang Pedoman Peraturan Internal 
Rumah Sakit Umum Daerah Ka bupaten Jombang (Berita 
Daerah Kabupa ten Jombang Tahun 2015 Nomor 3A/E) 
d iubah sebagai berikut: 
Ketentuan pa da Pasal 7 diubah sehin gga keseluruhan Pasal 
7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Visi rumah sakit adalah m enjadi Rumah Sakit Rujukan 
Terdepan Pilihan Utama Masyarakat dengan Layanan 
Paripurna melalui Sistem Pendidikan Kesehatan yang 
Terin tegrasi. 

(2) Misi rumah sakit adalah : 

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 
paripurna serta terjan gkau oleh semua lapisan 
masyarakat; 

b. Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya 
manusia sesuai standar; 

c. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran, 
kesehatan lainnya dan penunjang s istem layanan 
kesehatan serta melaksanakan penelitian secara 
terintegrasi; 

d. Menyelengarakan tata kelola orgamsas1 yang 
profesional dan akuntabel. 
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Pasal II 

Peraturan Bu pati m 1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar se tiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa tannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
pada tanggal 2 Okt o ber 20 17 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 2 ~ktober 2017 
BUPATI JOMBANG, 

LJL 
NYONO SUHARLI WIHANDOKO 

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 47 fF, 
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